
 

 

BERITA DAERAH KOTA CIREBON 

 
 
 
 

 
NOMOR  38                                                                               TAHUN  2013                         
 

 
PERATURAN WALIKOTA CIREBON 

 
NOMOR 38 TAHUN   2013 

 

TENTANG  
 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IJIN PEMANFAATAN RUANG   
PADA BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH  

KOTA CIREBON 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA CIREBON, 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan fungsi 

pemerintahan berdasarkan prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik dan kepemerintahan yang bersih, 
telah ditetapkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 39 
Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di 
Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon; 

 b. bahwa dalam rangka implementasi reformasi birokrasi 

melalui pengaturan sistem dan prosedur kerja yang jelas, 

efektif, efisien dan terukur serta sesuai dengan 
perkembangan regulasi di lingkungan Pemerintah Kota 
Cirebon diperlukan Standar Operasional Prosedur 

penyelenggaraan pemerintahan di Badan Koordinasi 
Penataan Ruang Daerah Kota Cirebon; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Standar 

Operasional Prosedur Ijin Pemanfaatan Ruang  pada 
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Cirebon 
yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon; 

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 

 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum 

Reformasi Birokrasi; 

 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 

 9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Rincian Urusan  Pemerintahan yang Dilaksanakan 

Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 19); 

 10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 

Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 
20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 12 Seri 

D,Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 36); 

 11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun  2008 

tentang Dinas–Dinas Daerah pada Pemerintah                            
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 
Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah                          

Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan  
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Peraturan  Daerah   Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas  Peraturan  Daerah  Kota  Cirebon 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada 
Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 37); 

 12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga 
Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor 

Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota 
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 
Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 
Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan 
Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan 

Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Tahun  2011 Nomor  14 Seri D, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor  38); 

 13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2008 

tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota 
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 
Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Cirebon Nomor 23); 

 14. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 39 Tahun 2011 

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan 

Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2011 Nomor 39); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR IJIN PEMANFAATAN RUANG PADA BADAN 

KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA CIREBON. 

 
Pasal  1 

 

Standar Operasional Prosedur Ijin Pemanfaatan Ruang pada Badan Koordinasi 
Penataan Ruang Daerah Kota Cirebon sebagaimana tercantum dalam Peraturan 

Walikota ini. 
 

Pasal  2 

 
Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Badan 
Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Cirebon dalam mengidentifikasi, 

merumuskan, menyusun, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi 
dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi. 
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Pasal  3 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon. 
 

  
 
 

   Ditetapkan di Cirebon 
   pada tanggal  17 Juni 2013          

 

WALIKOTA CIREBON, 
 

ttd, 
 

ANO SUTRISNO 

 
 

Diundangkan di Cirebon 
pada tanggal  18 Juni 2013 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, 
 
 

 
 

                      
                    HASANUDIN  
 

 
BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2013  NOMOR 38  
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